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ABSTRAK : -

CATATAN : -

Bahwa untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual khusus untuk utang pemerintah
dan melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mentei-i Keuangan Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat,
dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Sistem Akuntasi dan Pelaporan
Keuangan Utang Pemerintah;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 19 Tahun 2003 (LN
Tahun 2003 No. 70, TLN No. UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355);

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

SAUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mencakup pengelolaan utang
pemerintah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.

Pengelolaan utang pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pinjaman dan
SBN.

SAUP merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara
Umum Negara.

SAUP vyang diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat digunakan oleh unit akuntansi dan
pelaporan untuk menghasilkan laporan manajerial yang berhubungan dengan informasi
statistik utang pemerintah yang dapat digunakan dalam rangka mendukung penyusunan
laporan statistik keuangan pemerintah.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
218/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SAUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai dilaksanakan dalam rangka
penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara Utang Pemerintah tahun 2015.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 September 2015 dan diundangkan pada
tanggal 28 September 2015.



